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Dukung Transparansi Dana Desa

SINTANG-Koordinator Wilayah
Laskar Anti Korupsi Indonesia Ka-
puas Raya, Abang Damsik sangat
mendukung langkah pemerin-
tah yang senantiasa mendorong
transparansi penggunaan dana
desa. Pengawasan harus dilaku-
kan instansi terkait supaya peng-
gunaan Dana Desa bisa menjadi

- tepat sasaran. . .

Menurut Damsik, pemerintah
diingatkan supaya juga konsisten.
Tidak sebatas mengimbau peng-
gunaan dana desa transparan.
Pendampingan pengelolaannya
juga mesti berjalan. Misal dalam
proses perancangan APBDes. Be-

gitu pula dengan pelaporan yang

harus mengikuti
sistim akuntansi
negara. “Instansi
terkait idealnya
memberi bimb-
ingan,” katanya.

Ia menam-

bahkan apara-"

tur desa mesti
¢ mampu mem-
buat pelaporan

sesuai akuntasi negara. Tuntutan
atas penggunaan uang negara.

‘Audit Badan Pemeriksaan Keuan-

gan (BPK) bisa menyimpulkan
temuan bilalaporan tidak standar. .
Selain dari penggunaan dana
jika tidak tepat sasaran. “Arti-
nya, perangkat desa tidak boleh
dibiarkan sendirian. Kemampuan
membuat laporan standar akun-
tansi negara harus diberikan,”
kata Damsik.

Sementara berkenaan doron-
gan pemerintah supaya peng-
gunaan Dana Desa ditampilkan
ke umum, Damsik menilai hal
positif. Sehingga masyarakat bisa
mengetahui alokasi dana
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; sambungan dari halaman 28

- untuk membangun kema-

juan desa. Dana digunakan se-
suai perencanaan atau- tidak.
Kemudian kesesuaian antara
perencanaan dengan realisasi
juga menjadi penting. Hanya
saja, menurut Damsik, pe-
merintah idealnya tidak hanya
mendorong transparansi ke
pemerintah desa. Namun pe-
merintah secara menyeluruh
juga bisa transparan dalam

pengelolaan uang negara. .
la mengatakan bila trans-
paransi berjalan peluang ko-
rupsi akan mengecil. Banyak
pihakbisa melakukan kontrol.

- Karena itu, Damsik sangat

mengapresiasi terhadap pe-
merintah desa maupun pe-
merintah daerah yang bisa
transparan menampilkan
penggunaan anggaran. Seh-
ingga masyarakat bisa men-
jaditahu kalau kebijakan yang

_ berjalan sesuai kebutuhan

¢

atau tidak. £
Ia menambahkan khusus
untuk penggunaan dana desa
idealnyajangan sampaiterjadi
penyimpangan. Pasalnya kini
konsepnya adalah desamem-

bangun. Bukan lagimemban-
gun desa. Sehingga dananya -

bila tidak tepat sasaran, pro-
gram pemerintah menjadi
percuma. Target yang ingin
dicapai menjadi sulit terlak-
sana. Padahal dana desa mer-
upakan peluang masyarakat

membangun desanya secara
mandiri. :

Karena itu, menurut Dam-'
sik, sangat disayangkan bila
sampai timbul kasus penyele-
wengan dana desa. Karena,
pihak yang terlibat bakal ter-
sandung hukum. Pasalnya,
dana desa merupakan uang
negara. “Pertanggungjawa-
bannya berhadapan dengan
hukum kalau sampai ter-
jadi penyimpangan,” katanya.
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